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Akselerasi globalisasi terns meningkat seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi informasi dan
komunikasi. Kemampuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini akan mengalihkan organisasi dan
masyarakat pada cara bagaimana mereka mengel ola dan kecepatan merespon terhadap informasi yang
diperoleh. Teknologi informasi telah dimanfaatkan secara luas dihampir semua aspek kehidupan manusia.
Pemanfaatan secara luas ini mengakibatkan perubahan mendasar pada jenis pekerjaan yang menggunakan
teknologi tersebut secara umum.

Sejalan dengan perkembangan era globalisasi dan informasi, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
sebagai infrastruktur politik dan lembaga representasi rakyat tidak bisa menghindar dan arus besar tuntutan
perubahan lingkungan globalisas yang bercirikan dengan terbukanya akses melalui perkembangan
teknologi informasi. Sejalan dengan perkembangan era globalisasi tersebut, Sekretariat Jenderal DPR-RI
sebagal Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara yang mempunyai togas pokok memberikan dukungan
teknis administrasi dan keahlian kepada DPR-RI jugs harus melakukan perubahan/penyesuaian yang
signifikan dan tidak dapat terlepas dan pengaruh perkembangan teknologi informasi dalam menjalankan
tugasnya sehari-hari.

Untuk itulah guna menunjang pel aksanaan tugasnya dalam memberikan dukungan teknis administrasi dan
keahlian kepada DPR-RI serta untuk meningkatkan kinerjanya, Sekretariat Jenderal DPR-RI telah
mengeluarkan suatu K ebijakan berupa penyediaan Sistem Teknologi Informasi. Saiah satu sarana teknol ogi
informasi tersebut adalah teknologi informasi berupa sistem informasi sumber daya manusia. Hal ini
dikaitkan dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia di Sekretariat Jenderal DPR-RI dalam meningkatkan
kinerjanya dan memberikan dukungan teknis administrasi dan keahlian kepada DPR-RI.

Dengan bertitik tolak dari hal-hal tersebut di atas, Peneliti mencoba mengevaluasi pelaksanaan dari
kebijakan tersebut, untuk kemudian dapat diketahui sejauhmana pelaksanaan dari kebijakan penyediaan
teknologi informasi dalam peningkatan kinerja Sekretariat Jenderal DPR-RI guna memberikan dukungan
teknis adminstrasi dan keahlian kepada DPR-RI. Evaluasi kebijakan dilaksanakan dengan menggunakan
pendekatan yang dikemukakan oleh William N. Dunn dengan kriteria evaluasi kebijakan meliputi :
efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan, responsivitas dan ketepatan. Disamping itu juga melihat aspek-
aspek lainnya, antaralain sumber daya manusia yang mengelola teknologi informasi tersebut dan kendal a-
kendala yang dihadapi dalam pel aksanaan kebijakan tersebut.

Untuk mendukung kegiatan evaluasi diperlukan data primer maupun data sekunder yang diperoleh dari cara
mel akukan teknik wawancara maupun penyebaran kuesioner. Metodel ogi yang dipergunakan dalam
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penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Populasi dad penelitian ini adalah Pegawai Sekretariat
Jenderal DPR-RI.

Dari hasil penelitian menunjukan bahwa :

1. Dalam kegiatan pemasukan data, kriteria efektivitas, efisiens, kecukupan, responsivitas dan ketepatan
menunjukan tingkat yang baik, sedangkan kriteria kesamaan menunjukan tingkat yang cukup.

2. Dalam kegiatan pemeliharaan/pengolahan data, kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan dan ketepatan
menunjukan tingkat yang baik, sedangkan kriteria kesamaan dan responsivitas menunjukan tingkat yang
cukup.

3. Dalam kegiatan keluaran data, kriteria efektivitas, efisiensi, responsivitas dan ketepatan menunjukan
tingkat yang baik, sedangkan kesamaan dan kecukupan menunjukan tingkat yang cukup.

Disamping itu juga ditemukan bahwa kualitas sumber daya manusia yang mengelola dari teknologi
informasi tersebut masih dirasakan kurang dan juga ditemukan kendal a-kendala dalam pelaksanaan dari
kebijakan tersebut antara lain kerusakan pada peralatan yang ada dan lambatnya proses perbaikan.

Berdasarkan analisis tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa meskipun pel aksanaan kebijakan tersebut
telah berjalan dengan baik, namun perlu diitingkatkan dalam pel aksanaan selanjutnya antara lain dengan
peningkatan kualitas sumber daya manusia, adanya pemerataan dalam pemanfaatan dari teknologi informasi
tersebut serta dilakukan peningkatan upaya-upaya dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam
pel aksanaan kebijakan tersebut.



